36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Kilowatt yang selanjutnya disingkat kW adalah satuan
kekuatan mesin Kapal.

Unmanned Machinery Space (UMS) System adalah
sistem dinas jaga permesinan Kapal yang
memanfaatkan teknologi komputerisasi yang dibantu
oleh machinery alarm System untuk memonitor
permesinan di atas Kapal.

Kapal Barang adalah setiap Kapal niaga selain Kapal
Penumpang.

Kapal Tangki Minyak (Oil Tanker) adalah Kapal yang
dibangun dan dipergunakan untuk mengangkut minyak
bumi dan produk dari minyak bumi secara curah.

Kapal Tangki Bahan Kimia (Chemical Tanker) adalah
Kapal yang dibangun atau disesuaikan dan digunakan
untuk mengangkut secara curah produk cair yang
tercantum dalam Bab 17 Koda Internasional Bahan
Kimia Curah (International Bulk IBC Code).
Kapal Tangki Gas Cair (Liquefied Gas Tanker) adalah
Kapal yang dibangun atau disesuaikan dan digunakan
untuk mengangkut gas cair atau produk lainnya yang
tercantum dalam Bab 19 Koda Internasional
Pengangkutan Gas Cair.

Kapal Penumpang adalah Kapal yang mengangkut
penumpang lebih dari 12 (dua belas) orang.

Kapal Ro-ro Penumpang (Ro-ro Passenger ship) adalah
Kapal dengan ruang muatan Ro-ro atau ruang muatan
khusus.

Kapal Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) adalah
Kapal yang berfungsi untuk kegiatan anchor handling,
tovuing, dan supply cargo untuk melayani pengeboran
lepas pantai.

Kapal Tunda adalah Kapal yang dibangun sesuai
rancang bangun untuk menarik, menggandeng atau
mendorong Kapal lain.

Kapal Dengan Kecepatan Tinggi (High Speed Craft)
adalah Kapal dengan kecepatan maksimum dan tidak
kurang dari 3,7 x V0,1667 dimana V merupakan volume
pada berat Kapal penuh pada syarat rancangan (m3).
Buku Sijil adalah dokumen resmi negara yang
dikeluarkan oleh pemerintah yang berisi daftar Awak
Kapal yang bekerja di atas Kapal sesuai dengan
jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan
oleh Syahbandar.

Disijil adalah dicatat ke dalam Buku Sijil setelah
disahkannya Perjanjian Kerja Pelaut.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan
yang diangkat olenh Menteri yang memiliki kewenangan
tertinggi untuk menjalankan dan melakukan
pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk menjamin
keselamatan dan keamanan pelayaran.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Perhubungan Laut.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pelayaran.
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4. 1 (satu) orang Juru Minyak yang memiliki Sertifikat

Keterampilan ( !
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e angka
1 sampai dengan angka 12.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN PENGAWAKAN KAPAL MINIMUM

@)

4)

Pasal 19
Pengawakan Kapal minimum ditetapkan dengan
mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
a. ukuran dan jenis Kapal,
b. jumlah, ukuran, dan jenis mesin penggerak utama
dan mesin bantu;
tingkat otomatisasi di Kapal,
konstruksi dan peralatan Kapal;
metode pemeliharaan;
jumlah dan jenis muatan yang diangkut;
frekuensi keluar masuk pelabuhan, lama, dan kondisi
alam pelayaran harus diperhitungkan;
daerah pelayaran, perairan, dan pengoperasian
dimana Kapal dilayarkan dan pola trayek;
jarak aktivitas pelatihan di atas Kapal,
Jj. tingkat dukungan darat terhadap penyiapan Kapal
oleh perusahaan;
k. batas jam kerja dan persyaratan istirahat; dan
I.  kesiapan memenuhi rencana keamanan Kapal
* | +,
Pengawakan kapal minimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan dokumen keselamatan
pengawakan minimum * *
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan masa
berlaku 1 (satu) tahun.

g @20

Pasal 20

Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal dapat
memberikan dispensasi pengawakan Kapal.
Pemberian dispensasi pengawakan Kapal oleh Direktur
Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui Syahbandar.
Pemberian dispensasi pengawakan Kapal oleh
Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2
dilakukan terhadap Kapal berbendera Indonesia yang
berlayar di Daerah Pelayaran Perairan Indonesia
dan/atau Daerah Pelayaran Perairan Lokal.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. bencana alam;
b. bencana non-alam;
c. bencana sosial; dan/atau
d. pembatasan akses oleh otoritas setempat di Kapal

berada.
Selain kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) Direktur Jenderal atau Syahbandar dapat
memberikan dispensasi pengawakan Kapal dalam hai:
a. Kapal 14 atau
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c. tempat mulainya dispensasi; dan
d. daerah pelayaran yang akan dilayari.

(14) Pemberian dispensasi pengawakan Kapal oleh Direktur
Jenderal atau Syahbandar dicatat dan dievaluasi.

Pasal 21
Dispensasi pengawakan Kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 tidak untuk jabatan Nakhoda atau Kepala Kamar
Mesin (Chief Engineer).

BAB VII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK YANG
BERKAITAN DENGAN PENGAWAKAN KAPAL

Pasal 22

Perusahaan angkutan laut atau perusahaan perekrutan dan

penempatan Awak Kapal wajib:

a. memiliki dokumentasi dan data mengenai para Pelaut
yang dipekerjakan di Kapal,

b. menjamin setiap Pelaut yang Disijil di atas Kapal
memiliki Sertifikat Kepelautan yang memenuhi ketentuan
nasional atau ketentuan internasional;

c. menjamin setiap Pelaut yang Disijil di atas Kapal
memiliki dokumen yang berkaitan dengan pengalaman
kerja dan pengujian kesehatan;

d. menjamin setiap Awak Kapal telah diberikan familiarisasi
sehubungan dengan tata susunan Kapal, perlengkapan
dan prosedur yang berkaitan dengan tugas serta
prosedur keadaan darurat; dan

e. melengkapi secara rinci uraian tugas setiap Awak Kapal
dalam keadaan rutin maupun darurat yang terkait
dengan keselamatan, pencegahan, dan penanggulangan
pencemaran yang dilaksanakan secara terkoordinasi.

Pasal 23

(1) Setiap Awak Kapal harus memperhatikan kebugaran
untuk melaksanakan tugas jaga, penataan penjagaan,
dan prinsip kecakapan Pelaut selama pelaksanaan tugas
jaga.

(20 Perusahaan angkutan laut harus menjamin kebugaran
Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
melaksanakan tugas jaga dengan ketentuan diberikan
waktu istirahat tidak kurang dari 10 (sepuluh) jam dalam
jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam dengan
komposisi:

a. jam istirahat dapat dibagi menjadi tidak lebih dari 2
(dua) periode, salah satunya harus setidaknya 6
(enam) jam lamanya dan interval antara periode
berturut-turut istirahat tidak melebihi 14 (empat
belas) jam; dan

b. jumlah waktu istirahat dalam 7 (tujuh) hari tidak
kurang dari 77 (tujuh puluh tujuh) jam.

3) Awak Kapal harus memperhatikan kecakapan Pelaut
sesuai dengan ketentuan meliputi:

a. rancangan pelayaran;

b. tugasjaga laut:
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1 prinsip yang harus dilakukan selama tugas jaga

laut;

2. prinsip yang harus dilakukan selama tugas jaga
mesin;

3. prinsip yang harus dilakukan selama tugas jaga
radio; dan

4. serah terima dinas jaga laut bagian dek, mesin,
dan radio;

dan

c. tugasjaga di pelabuhan:

1 prinsip yang harus dilakukan selama tugas jaga
dek;

2. prinsip yang harus dilakukan selama tugas jaga
mesin;

3. serah terimajaga bagian dek dan mesin; dan

4. mengawasi bagi Kapal yang mengangkut muatan
berbahaya.

Pasal 24

Setiap perusahaan angkutan laut yang memiliki
dan/atau mengoperasikan Kapal wajib menerima dan
menyediakan akomodasi peserta pendidikan dan
pelatihan kepelautan atau kadet paling sedikit untuk 2
(dua) orang bagian dek dan/atau mesin yang akan
melaksanakan praktek berlayar atau praktek laut.
Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin wajib
memberikan bimbingan praktik dan fasilitas di Kapal
bagi peserta pendidikan dan pelatihan kepelautan atau
kadet.

BAB Vili
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25
Perusahaan angkutan laut atau perusahaan
perekrutan dan penempatan Awak Kapal, pemilik
Kapal dan/atau operator Kapal yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan
Pasal 24 dikenai sanksi administratif.
Pengenaan sanksi administratif  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Tata cara dan persyaratan penerbitan dokumen keselamatan
pengawakan minimum $ * $ % *

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha
berbasis risiko.
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